MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor . 2/Sal.Per/PRES/Pan.MK/03/2024 25 Maret 2024
Lampiran . 1 ekslampar
Hal . Salinan Permohonan dan Permintaan Jawaban

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
sebagai Termohon

Jalan Imam Bonjol No. 29

Jakarta — 10310

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberitahukan
bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 15:35 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXI1/2024, diajukan oleh:

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan PROF. DR. H. M. MAHFUD MD, S.H., S.U., M.I.P., Calon
Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemohon;
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon;

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor
2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2024, Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah
pada saat sidang akan dimulai yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Plt. Panitera
Muhidin

E Panitera Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
" =. Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
R Digital Signature Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik gdrgltal signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https:/www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=18kat=1&menu=16 ).
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